MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP 012/BP.1/KP.01.3/08/2019
Tanggal Pembuatan April 2014
BADAN PENGAWASAN Tanggal Revisi Agustus 2019
JL.Jenderal Anmad Yani Kavling 58 .
By Pass Cempaka Putih Timur Tanggal Efektif Agustus 2019
Jakaria Pusat Sekretaris Badan Pengawasan
Wahkamah Agung RI

Disahkan oleh -

NIP. 19681204 199303 1 004

SOP PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 1. 51 Psikologi

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah 2. S1 Hukum

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3. 51 Ekonomi

43 Tahun 1999

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara.

Peralatan/Perlengkapan :

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 53 Tahun Peralatan komputer, jaringan internet dan buku-
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. buku referensi

4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Pencatatan dan pendataan: )

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Nomor MA/SEK/O7/SK/N/Z006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterkaitan :

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penilaian SKP akan
terhambat dan pegawai yang bersangkutan akan dikenai
sanksi

Prosedur :

1. Diawal tahun setiap pegawai harus membuat Penetapan Target dengan cara mengisi Formulir Sasaran Kerja Pegawai

Negeri Sipil, yang didalamnya tercantum biodata pejabat penilai, biodata pegawai yang dinilai, uraian kegiatan setiap

pegawai selama 1 (satu) tahun ke depan dan target yang terdiri dari kuantitas/output - kualitas/mutu - waktu - biaya.

Formulir tersebut dikoreksi oleh atasan yang bersangkutan dan diperbaiki.

Pengesahan SKP dengan ditandatangani oleh pejabat penilai masing-masing pegawai.

Di akhir tahun setiap pegawai harus membuat Penilaian Sasaran Kerja Pegawai dengan cara mengisi Formulir

Pencapaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang di dalamnya tercantum uraian kegiatan setiap pegawai,

perbandingan antara target dengan realisasi dan uraian fugas tambahan (bila ada) yang akan menghasilan nilai capaian

SKP.

5.  Formulir tersebut harus mendapat pengesahan/ditanda tangani oleh pejabat penilai masing-masing pegawai.

6. Pejabat penilai memberikan nilai untuk Perilaku Kerja yang terdiri dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin,
kerjasama dan kepemimpinan

7.  Setiap pegawai mengisi Formulir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (sama seperti formulir DP.3), dimana
bobot penilaian SKP adalah 60 % dan bobot perilaku kerja adalah 40 %/, sehingga akan muncul Nilai Prestasi Kerja di
akhir tahun.

8  Formulir tersebut harus mendapat pengesahan/ditanda tangani oleh pejabat penilai masing-masing pegawai.

8. Kemudian formulir fersebut harus ditanda tangani oleh atasan pejabat penilai.

10. Setiap pegawai menghimpun ketiga formulir tersebut, menggandakan dan memberi stempel.

11. Betiap pegawai menyampaikan ketiga formulir tersebut ke Bagian Kepegawain uniuk diarsipkan di awal tahun berikutnya.

Ao
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MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP 013/BP.1/KP.01.3/08/2019
Tanggal Pembuatan April 2014
BADAN PENGAWASAN Tanggal Revisi ' Agustus 2019
JL.Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 :
By Pass Cempaka Putih Timur Tanggal Efektif : Agustus 2019
Jakarta Pusat 4 Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

Disahkan oleh

NP, 196812047199303 1 004

SOP PELAKSANAAN ACARA PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL
PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1. S1 Psikologi
1974 tentang Pokok-Pokaok Kepegawaian, 2. S1 Hukum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3. S1 Ekonomi
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun Peralatan/Perlengkapan :
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Peralatan computer, jaringan internet dan
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. 1 buku-buku referensi

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/O7/SK/NN/2006 tentang Pencatatan dan pendataan:

Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah
Agung Republik Indonesia

Keterkaitan :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Peringatan ;

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan acara
pelanfikan pejabat struktural pada Badan Pengawasan
MA.RI akan terhambat.

Prosedur :

1.

P wn

2CENOm

Kepala Badan Pengawasan MA.RI memberi perintah kepada Sekretaris Badan Pengawasan MA.R| untuk mengadakan
acara pelantikan pejabat struktural.

Sekretaris Badan Pengawasan MA.RI meneruskan perintah tersebut kepada Kabag. Kepegawaian.

Kabag. Kepegawaian melakukan koordinasi dengan Kabag. Umum terkait persiapan acara pelantikan

Kasubbag. Umum Kepegawaian membuat konsep naskah seperti naskah pelantikan, kata-kata pelantikan, berita acara
pengambilan sumpah jabatan, naskah pembawa acara.dan surat permintaan rohaniwan dari Kementerian Agama.
Kasubbag. Umum Kepegawaian menghubungi rohaniwan.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengetik konsep naskah yang telah dibuat oleh Kasubbag. Umum Kepegawaian.
Kasubbag. Umum Kepegawaian melakukan koreksi dan membubuhkan paraf pada surat permintaan rohaniwarn.

Kabag. Kepegawaian melakukan koreksi dan membubuhkan paraf pada surat permintaan rohaniwan.

Sekretaris Badan Pengawasan MA.RI memeriksa dan menandatangani surat permintaan rohaniwan.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian meminta nomor pada staf TU Umum, menggandakan, membubuhkan stempel,
mencatat dalam agenda dan mengarsipkan surat permintaan rohaniwan.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengirimkan surat permintaan rohaniwan, baik secara langsung, via faksimile maupun
via email.

Setelah acara pelantikan selesai diadakan, Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengetik Surat Pernyataan Melaksanakan
Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pemyataan Pelantikan (SPP).

Kasubbag. Umum Kepegawaian melakukan koreksi

Kabag. Kepegawaian memeriksa dan membubuhkan paraf.

Sekretaris Badan Pengawasan MA.RI memeriksa dan membubuhkan paraf,

Kepala Badan Pengawasan MA.RI menandatangani SPMT, SPMJ dan SPP.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian meminta nomor pada staf TU Umum, menggandakan, membubuhkan stempel,
mencatat dalam agenda dan mengarsipkan SPMT, SPMJ dan SPP.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian menyampaikan SPMT, SPMJ dan SPP kepada pegawai yang bersangkutan dan
mengirimkan tembusan-tembusannya.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian menyampaikan SPM: SPMJ dan SPP kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dikirimkan
ke KPPN.
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Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

014/BP.1/KP.01.3/08/2019
April 2014
Agustus 2019

Agustus 2019

Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R!

MAHKAMAH AGUNG RI

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

BADAN PENGAWASAN
JL Jenderal Ahmad Yani Kaviing 58
By Pass Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat

Disahkan oleh

NIP. 19681204

SOP USULAN PEMBUATAN PENGHARGAAN SATYA LANCANA KARYA SATYA
PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan '
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1. 51 Psikologi
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, 2. S1 Hukum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3. S1 Ekonomi
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 )
. . Peralatan/Perlengkapan :
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014tenfang ARSI SIpIL Hegard. Peralatan computer, jaringan internet dan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 buku-buku referensi
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Pencatatan dan pendataan:
Indonesia Nomor MA/SEK/O7/SKAN/2006 tentang
Organisasi dan Tafa Kerja Sekretaris Mankamah | | pye00n sabagai data elektronik dan manual
Agung Republik Indonesia
Keterkaitan :
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengusulan
penghargaan Satya Lancana Karya Satya akan terhambat

Prosedur :

1.

W

10.
11
12
13
14.

Kasubbag. Umum Kepegawaian mendata pegawai sesuai masa kerja yang felah ditentukan untuk mendapatkan
penghargaan Satya Lancana Karya Satya yaitu 8 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan 20 tahun.

Kasubbag. Umum Kepegawaian bersama staf menyiapkan berkas terkait pengusulan Satya Lencana

Kasubbag. Umum Kepegawaian membuat konsep surat usulan pembuatan penghargaan Satya Lancana Karya Satya.
Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengetik surat usulan pembuatan penghargaan Satya Lancana Karya Satya dan
mempersiapkan kelengkapan berkas.

Kasubbag. Umum Kepegawaian memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan koreksi.

Kabag. Kepegawaian memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat usulan pembuatan penghargaan Satya Lancana
Karya Satya.

Sekretaris Badan Pengawasan MA.RI memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat usulan pembuatan penghargaan
Satya Lancana Karya Satya.

Kepala Badan Pengawasan MA.RI menandatangani surat usulan pembuatan penghargaan Satya Lancana Karya Satya.
Staf Subbag. Umum Kepegawaian meminta nomor surat kepada staf TU Umum, menggandakan, membubuhkan stempel
mencatat dalam agenda dan mengarsipkan surat usulan pembuatan penghargaan Satya Lancana Karya Satya.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengirimkan surat usulan pembuatan penghargaan Satya Lancana Karya Satya ke
Biro Kepeagawaian MA.RIL.

Kasubbag Umum Kepegawaian berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian mengenal pengusulan Satya Lancana Karya
Satya.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengambil berkas penghargaan Satya Lancana Karya Satya yang telah selesai dibuat
ke Biro Kepegawaian MA.RI.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian menggandakan dan mengupload berkas penghargaan Satya Lancana Karya Satya ke
aplikasi SIKEP dan mengarsipkannya.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian menyampaikan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada pegawai yang
bersangkutan.
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MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP 015/BP.1/KP.01.3/08/2019
Tanggal Pembuatan Juli 2018
BADAN PENGAWASAN Tanggal Revisi Agustus 2019
JL.Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 :
B:P:;:Cmrl';zka el Tanggal Efektif Agustus 2019
Jakarta Pusat Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

Disahkan oleh

NIP. 1968120499303 1 004

SOP PELAKSANAAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN FUNGSIONAL
PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Dasar Hukum: ’ Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 1. S1 Psikologi
Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 2. S1 Hukum
Tahun 2010 Pasal 3 ayat 2 3. S§1 Ekonomi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor § Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peralatan/Perlengkapan :
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Peralatan computer, jaringan internet dan
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik buku-buku referensi
Indonesia Nomor MA/SEK/O7/SK/IIN2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Pencatatan dan pendataan:
Agung Republik Indonesia
Keterkaitan : Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan acara
pelantikan pejabat struktural pada Badan Pengawasan
MA.RI akan terhambat.

Prosedur :

1

Pl

—omNOW

Kepala Badan Pengawasan MA.RI memberi perintah kepada Sekretaris Badan Pengawasan MA.RI untuk mengadakan
acara pengambilan sumpah jabatan fungsional.

Sekretaris Badan Pengawasan MA.RI meneruskan perintah tersebut kepada Kabag. Kepegawaian.

Kabag. Kepegawaian melakukan kecordinasi dengan Kabag. Umum terkait persiapan acara pengambilan sumpah
Kasubbag. Umum Kepegawaian membuat konsep naskah seperti naskah pengambilan sumpah, kata-kata pengambilan
sumpah, berita acara pengambilan sumpah jabatan, naskah pembawa acara dan surat permintaan rohaniwan dari
Kementerian Agama. .
Kasubbag. Umum Kepegawaian menghubungi rohaniwan.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengetik konsep naskah yang telah dibuat oleh Kasubbag. Umum Kepegawaian.
Kasubbag. Umum Kepegawaian melakukan koreksi dan membubuhkan paraf paga surat permintaan rohaniwan.

Kabag. Kepegawaian melakukan koreksi dan membubuhkan paraf pada surat permintaan rohaniwan.

Sekretaris Badan Pengawasan MA.RI memeriksa dan menandatangani surat permintaan rohaniwan.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian meminta nomor pada staf TU Umum, menggandakan, membubuhkan stempel,
mencatat dalam agenda dan mengarsipkan surat permintaan rohaniwan.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengirimkan surat permintaan rohaniwan, baik secara langsung, via faksimile maupun
via email. .

Setelah acara pelantikan selesai diadakan, Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengetik Surat Pernyataan Masih
Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Pelantikan (SPP).

Kasubbag. Umum Kepegawaian melakukan koreksi

Kabag. Kepegawaian memeriksa dan membubuhkan paraf.

Sekretaris Badan Pengawasan MA Rl memeriksa dan membubuhkan paraf.

Kepala Badan Pengawasan MA Rl menandatangani SPMJ dan SPP.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian meminta nomor pada staf TU Umum, menggandakan, membubuhkan stempel,
mencatat dalam agenda dan mengarsipkan SPMJ dan SPP.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian menyampaikan SPMJ dan SPP kepada pegawai yang bersangkutan dan mengirimkan
tembusan-tembusannya.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian menyampaikanSPMJ dan SPP kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dikirimkan ke
KPPN,

.




Pelaksana Mutu Baku
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Mengetik konsep - honespstrate ) Draf awal
5 vaskah naskzh 2iem | -oekan
- Komputer
- K i
_ M(;ﬁﬁ:;‘ua:::: - Maskah - Naskah
7 paraf pada surat I o SR e = ol
permintzan permintaan menit permintaan
ohariwar rohaniwan rohaniwan
- Koreksi naskah E
- Membubuhkan ) :aSktah a0 : gaskiah
8 paraf pada surat > = BB ; ol
permirias permintaan menit permintaan
ST ? rohaniwan rohaniwan
- Memeriksa S Sural
g - Menandatangani o] Sural permintaan 10 ural
surat permintaan | rohaniwan menit parm ||1taan
rohaniwan rolaciwan
- Minta nomer Surat
- Menggandakan _‘—“l ¥ permintaan
10 - Stempel i‘::;.pgm'"taan A0 it rohaniwan
- Mencatat i S
- Mengarsipkan digandakan
11 Mengirimkan Surat Surat permintaan s ifari Tand.a.humi
perminiaan rohaniwan rohaniwan 1 PATNTE
surat
: - Konsep SPMT, Draf awsl
Mengelik SPMJ & '
T o ‘ SPMJ & SPP 1jam | SPMT, SPMJ
1. - Komputar & SPP
i | i ] Dretawalspyr, | 15 | Deteva
e *| SPMJ & SPP menit . SF‘F; ; i
- Memeriksa —] Draf awal
* D PMT
14 | - Membubuhkan ..r_[ : s::nj‘fgip ' 10 o | sPMT.sPMy
paraf SPMJ & SPP | menit | 2'opp
- Memeriksa T Draf awal
15 | - Membubuhkan g";;j‘f' il | sPMT, SPMJ
parzaf SPMJ & SPP > 8 menit & SPP
16 Penandatanganan % Draf awal SPMT, & menit SPMT, SPMJ
SPMJ & SFP & SPP
- Minta nomor
- Mengpandakan — SPMT, SPMJ
17 - Stemps! SPMT, SPMJ & 30 & SPP yang
- Mencatat SPP menit telah
- Mengarsipkan digandakan
I
- Menyampakan + Tanda bukti
18 pada pegawai ybs g;MT’ SR 1 jam pengiriman
- Kirim tembusan { P. berkas
Menyampaikan ke |
4o | Pembuat Daftar Gaji [ | spMT, sPMU & _ | Tanca buki
untuk diteruskan ke SPP 5menit | penginmen




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP 016/BP.1/KP.01.3/08/2019
Tanggal Pembuatan Juli 2018
BADAN PENGAWASAN Tanggal Revisi Agustus 2019
JL.Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 T | Efektif A tus 2019
By Pass Campaka Putih Timur anggal Etekti gustus
Jakarla Pusal Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

Disahkan oleh

~
‘Drs

. H. Andll Kugfliawan, M.M
NIP.

8681204199303 1 004

Y = o

.“"'_\_‘/

SOP PELAKSANAAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor § Tahun 1. 81 Psikologi
2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 66 ayat 2. 2. S1 Hukum
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 3. S1 Ekonomi
Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Peralatan/Perlengkapan :
Indonesia Nomor MA/SEK/07/SKI/IIN2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Peralatan computer, jaringan internet dan
Agung Republik Indonesia buku-buku referensi

Kelataitan:: Pencatatan dan pendataan: )

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan acara
pelantikan pejabat struktural pada Badan Pengawasan
MA.RI akan terhambat. -

Prosedur :

1.  Kepala Badan Pengawasan MA.RI memberi perintah kepada Sekretaris Badan Pengawasan MA.RI untuk mengadakan

acara pengambilan sumpah Calon Pegawai Negeri Sipil.

Sekretaris Badan Pengawasan MA.RI meneruskan perintah tersebut kepada Kabag. Kepegawaian.

Kabag. Kepegawaian melakukan koordinasi dengan Kahag. Umum terkait persiapan acara pengambilan sumpah.

Kasubbag. Umum Kepegawaian membuat konsep naskah seperti naskah pengambilan sumpah, kata-kata pengambilan

sumpah, berita acara pengambilan sumpah, naskah pembawa acara dan surat permintaan rohaniwan dari Kementerian

Agama. .

Kasubbag. Umum Kepegawaian menghubungi rchaniwan.

Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengetik konsep naskah yang telah dibuat oleh Kasubbag. Umum Kepegawaian.

Kasubbag. Umum Kepegawaian melakukan koreksi dan membubuhkan paraf pada surat permintaan rohaniwarn.

Kabag. Kepegawaian melakukan koreksi dan membubuhkan paraf pada surat permintaan rohaniwan. ~

Sekretaris Badan Pengawasan MA Rl memeriksa dan menardatangani surat permintaan rohaniwan.

0. Staf Subbag. Umum Kepegawaian meminta nomor pada staf TU Umum, menggandakan, membubuhkan stempel,

mencatat dalam agenda dan mengarsipkan surat permintaan rohaniwan.

11. Staf Subbag. Umum Kepegawaian mengirimkan surat permintaan rohaniwan, baik secara langsung, via faksimile maupun
via email. E

12. Staf Subbag. Umum Kepegawaian menyampaikan Berita Acara Sumpah kepada yang bersangkutan dan
mengarsipkannya.

. I

zo@mNOO»




Pelaksana Mutu Baku
He Aktivitas s“&::}:’hg" K;ﬁﬂ:‘ﬂﬂ- Kabag. Sekretaris Kepala Persyaratan/ Waktu Ot Ket
o : v Kepegawaian BAWAS BAWAS Perlengkapan il
‘
1 Memberi perintah { 36 Perintah
menit Kabawas
2 Meneruskan perintah Perintah 30
Kabawas B Kabawas menit
Koordinasi dengan
3 Kabag, Umum & ot = a0 Hasil
Kabag. Perencanaan 4 menit koordinasi
Keuangan
- 5K,
Pengengkatan
[ konse, ; . ]
’ Struktural
- Alat {ulis
L
Menghubungi ; i
§ g_ ? 5 menit Ha5|_1 ;
rofaniwan konfirmasi
Mengetik konsep [ . - B aOe: y Draf awal
6 1 x naskah 2 jam
naskah | . naskah
- Kemputer N
- Koreksi naskah - Naskah . Naskah
- Membubuhkan
&) - Surat 30 - Surat
i paraf pada surat L , ; ]
permintaan menit perminiaan
permintaan 4 7
; rohaniwan rohaniwan
rehaniwan
- Koreksi naskah - Nasksh - Naskah
- Membubuhkan
- Surat 30 - Sural
8 paraf pada surat > _ : ]
i permintaan menil permintaan
permintaan ¥ . P
; rohaniwan rahaniwan
rohaniwan
- Memeriksa C— et
- Menandatangani M Surat permintaan 10
a g L : : parmintaan
sural permintaan rohaniwan meni ¥
: rohaniwan
rahariwan
- Minta nomor Surat
. : ermint
Menggandakan Sural permintaan 3o PN
10 - Stampel AR N e rohaniwan
- Mancatat telah
- Mengarsipkan digandakan
o 5 Tanda bukti
Mengirimkan Surat Surat permintaan . o a. Y
1 : . ; 1jam | pengirtman
permintaan rohaniwan rehaniwan ) Stk




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP 019/BP.1/KP.01.3/08/2019
Tanggal Pembuatan April 2014
BADAN PENGAWASAN Tanggal Revisi Agustus 2019
JL.Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 - .
By Pass Cempaka Putth Timar Tanggal Efektif Agustus 2019
Jakarta Pusat Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agqung RI

Disahkan oleh

Drs. H. Andi Kugfliawan, M.M
NIP. 19681204 199303 1 004

SOP PENANGANAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)
UNTUK HAKIM TINGGI, HAKIM YUSTISIAL DAN PEGAWAI DENGAN PANGKAT IV/a KE ATAS
PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 1. 81 Psikologi

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah 2. 31 Hukum .

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3. S1 Ekonomi

43 Tahun 2999 Peralatan/Perlengkapan :
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ) Peralatan komputer, jaringan internet dan
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 buku-buku referensi

tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun Pencatatan dan pendataan :

2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang
Berada Di Bawah Mahkamah Agung. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

6. Keputusan Sekretaris Mahlkamah Agung Republik Indonesia
Nomor MA/SEK/07/5K/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterkaitan :

SOP Pembuatan DUK

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengiriman usulan Kenaikan
Gaji Berkala Hakim Tinggi dan Pegawai dengan pangkat IV/a ke
atas pada Badan Pengawasan MA.RI tidak tepat waktu.

Prosedur :

1. Kasubbag. Mutasi meneliti data Hakim Tinggi, Hakim Yustisial dan pegawai dengan pangkat 1V/a ke atas yang telah
memenuhi persyaratan untuk Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

2. Staf Subbag. Mutasi mengklasifikasikan daftar nama Hakim Tinggi, Hakim Yustisial dan pegawai dengan pangkat 1V/a ke
atas, mengisi blanko KGB, menyfapkan kelengkapannya,

3.  Kasubbag Muiasi membuat konsep surat pengantar usulan Kenaikan Gaji Berkala.

4. Staf Kasubag Mutasi mengetik konsep surat pengantar usulan Kenaikan Gaji Berkala.

5. Kasubbag. Mutasi memeriksa berkas usulan Kenaikan Gaiji Berkala. ;

6. Kabag. Kepegawaian memeriksa berkas usulan Kenaikan Gaji Berkala dan membubuhkan paraf pada surat pengantar
usulan Kenaikan Gaji Berkala.

7. Sekretaris Badan Pengawasan MA.RI memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat pengantar usulan KGB.

8.  Kepala Badan Pengawasan MA.R| menandatangani surat pengantar usulan Kenaikan Gaji Berkala.

9. Staf Subbag. Mutasi meminta nomor surat kepada staf TU Umum, menggandakan, membubuhkan stempel dan

mengarsipkannya.

10. Staf Subbag. Mutasi mengirimkan berkas usulan Kénaikan Gaji Berkala ke Dirjen Badan Peradilan Umum atau Dirjen
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

1. Kepala Badan Pengawasan MA.RI menerima SK. Kenaikan Gaji Berkala Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial dan Pegawai
beserta tembusannya dari Dirjen Badan Peradilan Umum atau Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan
Sekretaris Mahkamah Agung RI, kemudian Kepala Badan Pengawasan membuat disposisi untuk ditindak fanjuti.

12. Staf Subbag. Mutasi mengupload SK Kenaikan Gaiji Berkala pada aplikasi SIKEP, mengarsipkan dan mencatat dalam
buku kendali Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

13. Staf Subbag. Mutasi menyampaikan Kenaikan Gaji Berkala kepada yang bersangkutan, mengirimkan tembusan-
tembusannya.

14.  Staf Subbag. Mutasi menyampaikan tembusan SK. Kenaikan Gaiji Berkala kepada Pembuat Daftar Gaji untuk dikirim ke
KPPN.




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Staf Subbag. Kasubbag. Kabag. Sekretaris Kepala Pembuat Persyaratan/ Ket
Mutasi Mutasi Kepegawalan | BAWAS BAWAS Daftar Gaji Perlengkapan Wakin Output
- Meneliti data - Dala
pegawai yang pegawai
- Membuat - Konsep
4 konsep surat @ - Data pegawai 30 surat
pengantar - Alat tulis menit pengantar
usutan KGB usulan KGB
dan konsep - Konssp SK.
SK. KGB KGB
- Klasifikasi
pegawai
- Mengisi blanko
KGE - BK. KGB f SK. . Trkas
i KP terakhir
- Menyiapkan - Blanko KGB usulan KGB
kelengkapan - GSurat
- Konsep surat 3
2 berkas . pengantar 3 jam pengantar
- Mengetik surat usulan KGB usulan KGB
penganiar - Konsep SK. - Draf awal
usulan KGB SK. KGB
; KGB
- Mengetik
konsep SK,
KGB
- Berkas usulan - Berkas
Jri—— KGB usulan KGB
Memeriksa . 1 = = Surat . - S8urat
3 it 1 jam
berkas usulan pengantar pengantar
usulan KGB ustilan KGB
- SK.KGB - BK.KGB
- Memeriksa
berkas usulan - Berkas usulan - Berkas
- Membubuh- KGB a0 usulan KGB
4 kan paraf pada Y - Surat - Surat
menit
surat pengantar pengantar
pengantar usulan KGB usulan KGB
usulan KGB
- Memeriksa
berkas usulan - Berkas usulan
Mebubih: B faH 10 Berkas usulan
® kan paraf pada g ~ Shea menit KGB lengkap
surat pengantar
pengantar usulan KGB
usulan KGB
Penandatangan o Surat pengantar Surat
8 surat penganiar P Smenit | pengantar
usulan KGB usitan KKGB usulan KGB
- Meminta
Nomor
. ) {:‘tengga"da' Surat pengantar 15 i
an . pengantar
- Membubub- UMt ment | usulan KGB
kan stempel
- Mengarsipkan
Tengirimkan - Tanda
berkas usulan (erlmﬁl
KGB dan 3K pengiriman
8 KGH ke Berkas usulan 1 jam berkg;
Sekretaris MARI KGE lengkap - Terkirimnya
untuk ditanda T berkas
tangani usulan KGB
tepat wakiu
9 Mengambil SK. - SK.KGB 1B Cisposisi
KGB - Tembusan HIET Kabawas
- Menyampai-
kan SK. KGB
kepada vang
bersangkutan - SK.KGB
10 - Mengirimkan - SK. KGB o - Tembusan
tembusannya | I - Tembusan J yang telah
- Mencatat digandakan
dalam buku .
kendali
- Mengarsipkan
Menyampaikan
tembusan SK. . j
KGB kepada Tanda terima
11 Fembuat Daftar Tembysan SK. Smenit | PENgiriman
Gaji untuk KGB verkas
dikirimkan ke C
KPPN




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP : 003/BP1/UM.01.3/08/2019 .

By Pass Cempaka Putih Timur

Tanggal Pembuatan 17 Desember 2010
BADAN PENGAWASAN Tanggal Revisi ¢ Agustus 2019
JL.Jenderal Ahmad Yani Kaviing 58 Tanggal Efektif Agustus 2019

Jakarta Pusat

Disahkan oleh

Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R1

rs. H. Anm iawan, M.V
NIP. 18681204 199303 1 004

SOP EVALUASI SAKIP SATKER LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksanaan

1

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung. :

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Instruksi Presiden Nomaor 5 Tahun Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Surat Keputusan MENPAN Nomor™ KEP-
135/M PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 jo. Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

1. S1 Ekonomi
2. 51 Hukum

Peralatan/Perlengkapan

Peralatan computer, jaringan internet, buku-
buku referensi dan LAKIP Satker

Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan LAKIP

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka:

a.

b.

Kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas
kinerja tidak dapat diidentifikasi.
Tidak dapat memberikan saran perbaikan atau
rekomendasi  untuk  peningkatan kinerja dan
penguatan akuntabilitas instansi.
Tidak dapat menyusun pemeringkatan hasil evaluasi
guna kepentingan penetapan Kkebijakan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Prosedur ;

1.

Penyusunan SK Tim Evaluasi SAKIP:

a.  Kasubbag TU Irwil menyiapkan konsep Surat Keputusan Tim Penyusun SAKIP dan menyampaikan
kepada Inspektur Wilayah.

b. Inspektur Wilayah memeriksa konsep SK Tim Evaluasi SAKIP dan memberikan paraf serta meneruskan
kepada Seshawas.

c. Sesbawas memeriksa dan memberi paraf pada SK Tim Evaluasi SAKIP, secara berjenjang melalui
Inspektur Wilayah disampaikan kepada Kabawas untuk ditandatangani.

d. Kabawas menandatangani SK Tim Evaluasi SAKIP dan mendisposisi secara berjenjang kepada
Sesbawas, inspektur Wilayah, Kasubbag TU Irwil untuk segera mengirim SK tersebut.

e Staf TU lrwil menggandakan dan menyampaikan SK Tim Evaluasi SAKIP kepada yang terkait.

. Persiapan teknis dan administrasi:

. {
a. Melakukan kooordinasi dengan BUA Mahkamah Agung Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
b. Bagian TU Irwil menerima SAKIP dari seluruh Satker Eselon | Pusat dan Pengadillan Tingkat banding di
lingkungan MA-RI.
Tim Evaluasi SAKIP melakukan evaluasi.

Tim Evaluasi SAKIP melakukan pembahasan hasil evaluasi dengan Inspektur Wilayah

Tim Evaluasi SAKIP menyampaikan draf Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja kepada Inspektur
Wilayah.

Inspektur Wilayah melakukan pemeriksaan draf LHE akuntabilitas kinerja dan menyampaikannya kepada
Kabawas.

Kabawas melakukan Pemeriksaan dan penandatanganan LHE akuntabilitas kinerja.

Staf TU Irwil menggandakan dan mengirimkan LHE akuntabilitas kinerja-kepada evaluatan.
. t




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Inspektur Tim Kasub b?g Persyaratan/ Ket
Kabawas Seshawas Wilayah Evaluasi TU Trwil Staf TU irwil Perlangkapan Waktu Output
SAKIP
Penyusunan 5K
Tim Penyusun
SAKIP: Konsep SK Tim a1 ?ﬁ:sep 8K
8. Menylzpkan : ( ) Penyadn menit Penyusun
konsep SK Tim SAKIP LAKIP
Penyusun
SAKIP
b. Memeriksa
dan  memeraf Konsep SK Tim SK Tim
5K Tim I r Penyusun § menit Penyusun
Penyusun SAKIP LAKIP
SAKIP .
c. Memeriksa
1 dan  memaraf ,J 8K Tim 8K Tim
SK Tim Penyusun 5 manit Penyusun
Penyusun SAKIP LAKIP
SAKIP
d. Menandatanga Y KTi
nooSK o Tim " e i 8K I 10 e
rl I Penyusun e Penyusun
Penyusun SAKIP il LAKIP
SAKIP .
€. Penyampaiap y SK Tim SK Tim
SK Tim Penyusun 1 hari Peryusun
Fenyusun SAKIP LAKIP
SAKIP
4 LaKIP
2 Persiapan leknis T shar Elselan | dan
dan administrasi Tingkat
Banding
Draf awal
Timn Evaluasi : SAKIP Eselen | Eualu:;i
3 Melakukan l dan Tingkat 18 hari (LHE dan
Evaluasi SAKIP a4 Banding KKE)
Y Draf awal Draf Evaluasi
4 | Fembshasan I: I Evaluasi(LHE | 15hari | (LME dan
Hasil Evaluasi dan KKE) KKE)
Pen i A Draf Evaluasi
YL S Draf Evaluasi . LHE dan
8 | HEsribcs I:j (LHE dankkg) [ ' :(KE} hasi
i . pembahasan
Draf Evaluasi Crat Evaliag)
FPemeriksaan draf | s I {LHE dan
G {LHE dan KKE} . L
[ LHE akunlabilitas i 5 hard KKE) hasil
h A
Xinega L__r n:::rhahasau it
Sesbawas
Evaluasi
Pemeriksaan dan ¥ Draf Evaluasi LAKIF (LHE
D penandatanganan (LHE dan KKE) 2 h dan KKE)
LHE akumtabilitas I:[ hasil revisi | yeng sudah
kinerja Sesbawas ditandatangi
Kabawas
y
, Penyampaia
- — Ewvaluasi SAKIP n hasil
L:;y K D‘Ti'?m (LHE dan KKE} Evaluasi
LI a “”T 'l:s yang sudah Thar | SAKIP ke
Kzl:::zzu\?;:ai:n h 4 dilangatangt Mg
: : ': Kabawas masirig
Satker




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP . 017/BP.1/UM.01.3/08/2019
Tanggal Pembuatan April 2014
BADAN PENGAWASAN . Tanggal Revisi Agustus 2019
JL.Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 -
B:gg: Cen:’;ika gﬂuf;irﬂgr Tanggal Efektif Agustus 2019
Jakarta Pusat Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agupg Rl

Disahkan oleh

SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 1. 81
Perbendaharaan Negara. 2. SMA

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor :
40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Peralatan/Perlengkapan :
Sekretariat Mahkamah Agung. =
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah )?\gur_wg Nomor: -Peralatan computer e
MA/Sek/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata ~Trolly
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Pencatatan dan pendataan:

Keterkaitan :
Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP Penyusunan Laporan BMN

Peringatan

Jika SOP Tidak dilaksanakan:.

1. Tidak dapat mengukur outcome (hasil) yang harus
dicapai

2. Mengalami kesulitan dalam pencapain target, strategi
dan penggunaan sumber daya

Prosedur :
1. Perencanaan: _

a. Kepala Bagian Umum melaksanakan penghapusaan sarana dan prasarana (BMN) berdasarkan dari hasil
inventarisasi BMN yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam kondisi rusak berat dan lebin
menguntungkan bila dilaksanakan penghapusan dan sudah melampaui umur ekonomis.

b. Kepala Bagian Umum mengusulkan pembentukan Panitia Penghapusan dan Pelelangan pada Sekretaris
Badan selaku Kuasa Pengguna Barang.

c. Sekretaris badan menetapkan Tim Panitia Penghapusan dan Pelelangan.

2. Pelaksanaan:
a. Tim panitia penghapusan melakukan persiapan pelaksanaan penghapusan :
Menyusun skedul pelaksanaan penghapusan.

- Melakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana yang dalam kondisi rusak berat,




- Mempersiapkan semua dokumen untuk pelaksanaan penghépusan,
- Membuat foto-foto barang yang akan dihapusan.
- Menyusun daftar barang yang akan dihapuskan.
- Melakukan perubahan kondisi barang di aplikasi SIMAK BMN.
- Mencatat barang yang rusak berat untuk dihentikan penggunaan di aplikasi SIMAK BMN.
- Mengusulkan barang yang rusak berat ke pengguna barang untuk dihentikan penggunaannya.

b. Tim panitia penghapusan menyusun Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian Barang Milik Negara Yang
Akan Dihapuskan .

¢. Tim panitia mengajukan permononan pada Depertemen Perhubungan untuk dilakukan pengecekan
kondisi kendaraan jika yang akan dihapuskan kendaraan dinas.

d. Tim panitia mengajukan surat permintaan pada Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI untuk
rekomendasi penghapusan BMN ke Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

e. Tim panitia meneruskan surat rekomendasi penghapusan BMN Biro Perlengkapan MARI pada ﬁ}irektur
Jenderal Kekayaan Negara. .

f. Tim panitia mengajukan penetapan penghapusan pada Badan Urusan Administrasi MARI setelah
persetujuan penghapusan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

g.  Tim panitia mengajukan peielangan terhadap barang yang sudah ditetapkan penghapusan oleh Badan
Urusan Administrasi MARI pada Dirjen Lerang.

h.  Tim panitia lelang bersama-sama dengan tim Dirjen Lelang melaksanakan pelelangan setelah
ditetapkan wakiu pelelangan oleh Dirjen Lelang dan pelaksanaan lelang diumumkan dimedia.

i.  Dirjen Lelang mengeluarkan Risalah Lelang setelah pelaksaanaan pelelangan selesai.

. Pelaporan:
Tim panitia menyusun laporan pelaksanaan penghapusan dan pelelangan dan melaporkannya kepada Kuasa
Pengguna Barang melalui Kepala Bagian Umum untuk ditandatangani,




Pelaksana

Mutu Baku Ket
No Aktivitas Kaba Panitia
1] Sekteraris DISHUB Perzyaratal
Umum Bawas P"Lga:“p“ EUA KPRNL Perlengkapan Waktu Output
-Dokumen
1 Perencanazn C} —>| -Barang 50 menit -dokumen
barang
A 4 -Dokumen 3 butan -Barang
[l D -Barang -Dokumen
2 Pelaksanaan
.‘.
Dokumen 30 menit Lapaoran

Pelaporan




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP 012/BP.1/0T.01.3/08/2019
Tanggal Pembuatan April 2014
BADAN PENGAWASAN Tanggal Revisi Agustus 2019
JL.Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 :
By Pass Cempaka Putih Timur Tanggal Efektif Agustus 2019
Jakarta Pusat Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

Disahkan oleh

SOP PENERIMAAN BUKU PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 1. S1 Ekonomi
Mahkamah Agung RI. 2. 51 Hukum

2. Undang-Undang  No.43 tahun 2007 tentang 3. 81 Informatika
Ferpustakaan

3. Undang-Undang No.4 tahun 1990 tentang Serah Peralatan/Perlengkapan :
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
4. Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1991 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Peralatan computer, jaringan internet dan
Karya Rekam buku perpustakaan
Keterkaitan : Pencatatan dan pendataan:

1. SOP Penanganan Dokumentasi Hasil Pemeriksaan

Peringatan Disimpan._sebagai data elektronik dan manual

Jika SOP Tidak dilaksanakan maka penginputan buku
perpustakaan akan terhambat,

Prosedur :

1. Staf Bagian Umum menyampaikan daftar buku dan buku kepada Staf Perpustakaan

2. Staf Perpustakaan meneruskan daftar buku kepada Kasubbag Dokumentasi dan Informasi

3. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi mendisposisi untuk dilakukan pengecekan buku dan penginputan pada

Aplikasi Perpustakaan
4.  Staf Perpustakaan mengecek, menginput dan menyusun buku dalam lemari.




Pelaksana

Mutu Baku
No Aktivitas N Staf Kepala Sub Bagian Ket
Staf Bagisn Perpustakaan Dokumentasi dan Pyt Waktu Output
Umum gl Perlengkapan
Informasi
Penyampaian daftar - Daftar  dan
Meneruskan  daftar | L
2 buku ’ | | - Dafiar Buku 30 menit | Daftar Buku'
mendisposisi  untuk
dilakukan Suku dan Daftar Disposisi
pengecekan  buku L‘—ﬂ Buku )
4 dan penginpulan SO e
pada Aplikasi
Perpustakaan
A 4
mengecsk, ’
menginput dan Buku Buku yang
4 menyusun buku H 7 hari terinput dan
dalam lemari. tersusun




MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN PENGAWASAN
JL. Jenderal Ahmad Yani Kavling 58
By Pass Cempaka Putih Timur

—wdakaria Pusat

Nomor SOP

011/BP.1/0T.01.3/08/2019

Tanggal Pembuatan

Juli 2018

Tanggal Revisi

Agustus 2019

Tanggal Efektif

Agustus 2019

Disahkan oleh

Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

SOP PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum:

Perpustakaan

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
B5/KMAJSK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan
diingkungan Mahkamah Agung Rl dan 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

Kualifikasi.Pelaksanaan

tentang

1. 81 Ekonomi
2. 81 Perpustakaan

Peralatan/Perlengkapan :

Keterkaitan :

Peralatan computer, jaringan internet dan
buku perpustakaan

1. SQP Layanan Perpustakaan
2. SOP Peminjaman Buku Perpustakaan

Pencatatan dan pendataan:

Peringatan

Jika SOP Tidak dilaksanakan maka pengembalian buku
perpustakaan akan terhambat.

Prosedur :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

1. Pemustaka mengembalikan buku yang dipinjam kepada Petugas
2. Petugas menerima buku dan memeriksa apakah bahan pustaka yang dikembalikan dalam keadaan seperti

semula (tidak rusak), bila rusak diminta penggantian, mencacokan tanggal pengembalian yang tertera pada
lembaran (date do slip) yang ada pada buku serta mencek apakah bahan pustaka terlambat dikembalikan,

bila terlambat pengembalian petugas melakukan penagihan denda/ kebijakan pimpinan unit.

3. Petugas membubuhkan cap tanda kembali pada kartu buku, lembaran (date do slip) buku dan kartu

peminjaman.

4. Petugas mengembalikan kartu buku ke dalam kantong buku
5. Petugas mengembalikan bahan pustaka kedalam rak




Aktivitas

Pelaks

ana

Muty Baku

Ket

Pemustaka

Staf Perpustakaan

Persyarata/
Perlengkapan

Waktu

Qutput

mengembalikan
buku yang
dipinjam

C -]

2

buku

5 menit

Buku

menerima buku
dan memeriksa

A
N

Buku

5 menit

Buku

membubuhkan

cap tanda kembali
pada Kkartu buku,
lembaran (date do
siip) buku dan
kartu peminjaman.

Buku

5 merit

Buku

mengembalikan
kartu  buku ke
dalam kantong
buku

Buku

5 menit

Buku

mengembalikan
hahan pustaka
kedalam rak

buku

5 menit

buku




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP 008/BP.1/0T.01.3/08/2019
) Tanggal Pembuatan Juli 2018
BADAN PENGAWASAN Tanggal Revisi Agustus 2019
b o s e Tanggal Efektif Agustus 2019
Jakarta Pusat Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI

Disahkan oleh

s nfwan. M.0
NIP. 19681204 199303 1 004

SOP PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 1. 81 Ekonomi
Perpustakaan 2. 81 Perpustakaan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang .

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Peralatan/Perlengkapan :
85/KMAISKIVI2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan

dilingkungan Mahkamah Agung R! dan 4 (empat) o .
Lingkungan Peradilan. Peralatan computer, jaringan internet dan

buku perpustakaan

Keterkaitan :

Pencatatan dan pendataan:
1. SOP Layanan Perpustakaan b

2. SOP Pengembalian Buku Perpustakaan

Peringatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Jika SOP Tidak dilaksanakan maka pemimjaman buku
perpustakaan akan terhambat.

Prosedur :

—

Pemustaka menanyakan koleksi buku perpustakaan kepada Petugas.

2. Petugas menjelaskan koleksi buku yang ada, dan setelah jelas buku yang dibutuhkan Petugas mengisi
formulir peminjaman yang telah disediakan

3. Petugas mencatat tanggal pinjam pada kartu buku dan date do slip yang ada disetiap buku.

4. Petugas menyimpan kartu buku, dijadikan satu dengan formulir peminjaman, disusun berdasarkan tanggal
peminjaman

. Petugas memberikan penjelasan tentang lama peminjaman dan sanksi apabila terlambat mengembalikan,
sesuai dengan peraturan yang berlaku

6. Petugas menyerahkan koleksi pinjaman yang telah selesai dilakukan proses pencatatan kepada pemustaka




Pelaksana Mutu Baku Ket
No Aktivitas Staf Perpustakaan Persyaratal
Pemustaka Perlengkapan Waktu Qutput

menanyakan
koleksi buku i ) Daftar dan

1 perpustakaan @ _D Ealsztsr dan | 5 menit Buku
menjelaskan v ]
koleksi buku yang Esribil Formulir

2 | ada dan mengisi peminjaman 5 menit peminjaman
formulir ’
peminjaman
mencatat tanggal i
pinjam pada kartu

3 buku dan date do | Kartu dan date 5 menit Kartu dan date
slip  yang ada da slip do slip
disetiap buku,
menyimpan kartu
buku, dijadikan
satu dengan
formulir L4 Kartu buku, Kartu buku,

4 peminjaman, I formulir 5 menit formulir
disusun peminjaman peminjaman
berdasarikan
tanggal
peminjaman
memberikan
penjelasan
tentang lama y
peminjaman dan |

5 sanksi apabila Tata tertib i Tata tertib
terlambat peminfaman § menit peminjaman
mengembalikan,
sesuai dengan
peraturan yang
berlaku
menyerahkan
koleksi pinjaman < )

51 = 2
yang telah selesa buku 5 menit buku




MAHKAMAH AGUNG RI Nomor SOP 006/BP.1/UM.01.3/08/2019
Tanggal Pembuatan Juni 2017
BADAN PENGAWASAN Tanggal Revisi Agustus 2019
JL_Jenderal Ahmad Yani s8 i
st m Tanggal Efektif Agustus 2019
Jakarta Pusat Sekretaris Badan Pengawasan
Mahkamah Agung R

Disahkanoleh

Dre. Y. Andi i
NIP. 19681204 199303 1 004

SOP MONITORINGPEMERIKSAAN INTERNAL

DasarkkilanT KualifikasiPelaksanaan:
1. Dapat mengoperasikan komputer/
1. SK KMA No: KMA/O80/SK/VIII/2006 Tentang internet
PedomanPelaksanaan Pengawasan di Lingkungan 2. Memahami peraturan terkait monitoring
Lembaga Peradilan Peralatan/Perleng! ]
Keterkaitan: PeralatanKomputer danJaringan Intermet
Pencatatandanpendataan:
Peringatan: - Disimpan sebagai data elektronik dan
i : = manual
Jika SOP tidakdilaksanakanmakamonitoringtidak
berjalan semestinya
Prosedur :

& Penentuan Objek Pemeriksaan dan jadwal pelaksanaan{2 hari, catatan : max 2 minggu sebelum keberangkatan)

1.

2

3.
4

Kasubbag TU Irwil menyiapkan objek Monitoring sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan untuk disampaikan
kepada Inspektur Wilayah.

Inspektur Wilayah menyusun konsep objek Monitoring di wilayahnya dan menyerahkan konsep tersebut kepada
Kepala Badan Pengawasan.

Kepala Badan Penpgawasan menelapkan Sural Kepulusan {SK) Tim Monfitng dan Objek Pemeriksaarmys.

Suwrat Keputusan (SK) disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Tim.

B. Perencanaan Pemeriksaan(5hari)

1.
2.
3
4.

5.
6.

= O o

Sekretaris Tim berkoordinasi dengan Ketua Tim untuk menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Tim Monitoring
Sekretaris Tim membuat Surat Tugas, dan disampaikan ke Sekretaris Badan Pengawasan.

Seioetans Dadan Pengawasan membenkan parsl perselujusn Sural Tugas Monitonng Setslah inemEsikan
ketersediaan anggaran

Surat Tugas diajukan kepada Kepala Badan Pengawasan untuk ditanda tangani.

Staf TU Umum memberikan nomor dan tanggal Surat Tugas kemudian diserahkan kepada Sekretaris Tim.
Sekretaris Tim meminjam Laporan Hasil Pemeriksaan internal yang akan dimonitoring kepada TU Irwil dan atau
Ortala untuk digandakan.

Sekretaris Tim mengajukan uang muka kepada PPK.

Bekretaris Tim mengirim surat tugas kepada Inspekiur Wilayah terkait, Tingkat Banding, dan Objek Monitoring.
Ketua Tim menyusun Program Kerja Monitoring sesuai dengan Buku iV dan peraturan terkait untuk disetujui
Inspektur Wilayah kemudian disampaikan kepada anggota dan Sekretaris Tim




C. Pelaksanan Pemeriksaan (4 hari)
U
1. Ketua Tim, anggota dan Sekretaris Tim melakukan Monitoring sesuai Program Kerja Monitoring.
2. Tim Pemeriksa menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Lembar Temuan Hasil Monitoring.

3. TEn Pemeriksa menvershkan Lembar Temuan Hasil Monitoring kepada Pimpinan Ohiek Monitoring,.

D. Pelaporan (5 hari)
1. Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Monitoring
2. Sekretaris Tim membuat Laporan pertanggung jawaban Keuangan untuk disampaikan kepada PPK.
3. Sekretaris Tim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Monitoring berikut KKP dan PKP berupa Softcopy
{Word dar Pdf} dan Hardoopy kepada Kepala Badan Pengswssan melahd Kssubbag TU inwil dan Kssubbag
Kelembagaan dan Pelaporan Ortala

E. Evaluasi dan lkhtisar Hasil Pemeriksaan (5 hari)
1. Inspektur Wilayah membentuk Tim Penyusun Ikhtisar dan Evaluasi Hasil Monitoring di wilayahnya
2. Tim Penyusun lkhtisar dan Evaluasi Hasil Monitoring menyusun hasil Ikhtisar dan Evaluasi Hasil Monitoring
berdasarkan wiayah dan bidang pemeriksaan.
3. Ikhtisar dan Evaluasi Hasil Monitoring disershican kepada Kepala Badan Pengawasan.
4. Kasubbag TU Irwil mengirimkan Ikhtisar Hasil Monitoring kepada Dirjen terkait dan Pimpinan Tingkat Banding.




Pelaksana Mutu Baku
No Alktifitas KasubbagKelemba- Tim gtaf
Inspektur | Bekretaris | Kasubbag Ketua | Sekretarls Tim Persyaratan /
KABAWAS Wilayah | BAWAS TU i} | 92@ndanPelaporan | T Tim Poinertian P;‘?‘{‘l;:l:ﬂ PPK ur’:li“ Perienglmpan Waldy Output
Penentuan Objek Pemeriksaan dan Jadwal
Pelaksanaan
Program 4 jam Konsep
1 MenyiapkanabjekMenitoring : } KerjaPemariksaan ObyekMonitering
A 4
[ Honeap 1harl | Oblek Monitor
2 | Menyusunkensspobjek Monitoring ObyekMonitoring Bt onitoring
Menetapkan Surat Keputusan (8K) Tim
- 4 Konsep 8K y
Monitoring dan Objek ; : 4jam | SKMonitoring
3 | PemerikssanyadandisampsikankspadaKetua | L|| B [ I_— pemeriksaanhenitoring
Tim dan&ekrataris Tim
Perencanaan Memerlksaan
1 | - KoordinasidenganKetua Tim | !| SK Monitoring 3jem KonsepSuratTug
- Menyusunkensepsurattugas
J L 30
2 | Membubuhkanparafpersetujuanaurstiugas ‘[ [ KonsepSuratTugas i i::::TUQas




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas T atat
Inspektur | Bekretarls | Kasubbag | KasubbagKelemba. | Ketua | Sekretarls Tim Persyaratan [
KABAWAB | ‘wilayah | BAWAS | TUIrwll | gaandanPelaporan | Tim Tim | Pemeriksa | FRUYUENN | PP TV | periengkapan | Waktv | - Output
3 | Menandatangenisurattugas | | S"W:Tugas 14 Jam | Surat Tuges
Surat Tuges +
4 .?:_ﬂembarlklh nomor dan tanggal Surat > h Surat Tugas 30_ o AR
ugas menit
tanggal
Menyiapkan akomodasi pemerikeaan i ot
5 | Meminjam LsporanHasil Pemariksaan | I"‘F—F—""" Surat Tugas 4 Jam :i ohai “I Dad
internal yang gkan dimonitering Aottt
8 | Mengajukanuangmukepsterikapanpada | ] Daftar 30 uang  muka
PPK ' Nominatif menit | parjadin
Mengirim surat tugas kepada Inspektur {—" Terh‘.irimnbiaas
7 | Wilayah terkatt, Tingkat Banding, dan l | Surat Tugas 1 jam “‘m““ ~ pt:ak
Objek Pemeriksaan ferkatt.
h 4
g | Menyusupn Program Kerja Pemmariksaan > < Surat tugas 1hari | Program kerja
Monitorirng
Pelaksanan Pemeriksaan
1| Melakukan Pemeriksaan Monitorl Surattugas | 4, eriksa
akuksn Pam an Monitering - Progeam keci pem an
Menyuswy Kartas Kerja Permriksaan = KKP dan
2 | (KKP) dan  Lembar Teriuan Pemeriksaan Tharl | Lembar
Pemerikeaen temuan
Menyerahkan Lembar Temusn Hasi KKP dan m:?:“
3 | Monitering  kepada Plmpinany  Objek Lembar tha [ "
Monitaring ST g




Pelaksana Mutu Baku Ket
No Aktlfitas KasubhagKelemba- Tim
Inspaktur | Sekretaris | Kasubbag d Ketun | Sekretaris Tim Staf TU Persyaratan /
KABAWAS | ‘wiiavah | BAWAS | Tuinwn | S-onoanbelsporn | o Tim | Pemeriksa | Peoyusn | PPK | o | eriengkapan | WAKR Output
Pelaporan
Lembar
T | Menyusun LHP Monitoring ;muan & hari LHP
. PKP
= Burat tugas
= BPD
= Bukti tiket
Membuat Laporan : J pesawat Kyitansi
2 pertangging Jawaban - Bill hotel 2 Jam jpertanggung
Keuangep - Boarding Jjawaban
pass
- Tiba
herangkat
3 | Menyershker Laporan r l E LHP 18 LHP
Hasil Monitering (LHP) | A4 menit tordistribusi
[ 1 1 CO
Evaluasi dan |khtisar Hasil
Pemerlksaan
« Hakim Tinggi
Membentik Tim Penyusun ’ ::Ja:u?t I ;I;‘ﬁhn_ e
1| Ikhtisar dan Evaluasi Hasil | Wi 4 jam Ky tn
Monitoring | = Auditor Evaluasi Hasil
- Audiwan Monitoring
« LHP




Pelakisana Mutu Baku Ket
KasubbagKelemba- Tim | Staf
e i Inspektur | Sekrefaris | Kasubbag | gaandanPelaporan | Ketua | Sekrefaris |  Tim ‘ . - Persyaratan /
nyusun | PPK TU Waktu O
KABAWAS | “wiiayah | BAWAS | Tulrwll | ° i Tim Tim Pemeriksa | ";hmir |y | Periengkanan utput
4
- ] -~
2 | Menyusun hasil Ikhtisar dan Evelueasl LHP 4 hari gch;dlzar ' Hdari-;
Monitoringdarmanyerahkankepadakabawas M\; nit:?i;g asl
Mengirimkan lkhtisar Hasil Monltoring & Kntisar Hesl | - Hasil
3 kepada Dilrjen terkait dan Pimplrian Tingkat Monttoring jam Monitoringterkirim

Banding




MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor SOP 055 /BP.1/0T.01.3/06/2017

Tanggal Pembuatan Juni 2017
BADAN PENGAWASAN Tanggal Ravisi
JLJenderal Ahmad Yani Kaving 58 Tanggal Efektif Juni 2017
By Pasc Cermpaka Putih T e
Jakarta Pusat Sekretarls Badan Pengawasan

hkamah Agung RI

Disahkan oleh

SOP MONITORING PEMERIKSAAN EKSTERNAL

Dasar Hukum -

Kuailifikasi Pelaksanaan -

1. UU No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara.

2. 8K KMA No: KMAJ/OBO/SKVIII2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Lembaga Peradilan

3. PMK No: 116/PMK.05/2007 Tentang Penyusunan
Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian
Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan
Pemeriksaan Keuangan oleh BPK atas LK K/L

1. Dapat mengoperasikan komputer/
internet
2. Memahami peraturan terkait monitoring

Peralatan/Periengkapan :

Peralatan Komputer dan Jaringan Intemet
Pencatatan dan pendataan :

Disimpan sebagai data elektronik dan
manual

Keterkaitan :

Peringatan .

Jika SOP tidak dilaksanakan maka monitoring tidak
berjalan semestinya

Prosedur :

A. Penentuan Objek Pemeriksaan dan jadwal pelaksanaan (2 har, catatan : max 2 minggu sebelum

keberangkatan)

1. Kasubbag TU Irwil menyiapkan objek Monitoring sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dan hasil
pemeriksaan dari pihak eksternal yang memerlukan tindak lanjut untuk disampaikan kepada Inspektur Wilayah.

2. Inspektur Wilayah memberikan persetujuan(disposisi)
disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan.

terhadap obyek monitoring yang ada diwilayahnya untuk

3. Kepala Badan Pengawasan memberi persetujuan Obyek Monitoring.
4. Surat Keputusan (8K) disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Tim

B. Perencanaan Pemeriksaan (5 hari)

ketersediaan anggaran

Ortala untuk digandakan.

Monitoring.
Sekretaris Tim mengajukan uang muka kepada PPK_

SwHm N Ok W=

=

Sekretaris Tim berkoordinasi dengan Ketua Tim untuk menindaklanjuti disposisi Kepala Badan Pengawasan.
Sekretaris Tim membuat Surat Tugas, dan disampaikan ke Sekretaris Badan Pengawasan.
Sekretaris Badan Pengawasan memberikan paraf persetujuan Surat Tugas Monitoring setslah memastikan

Surat Tugas diajukan kepada Kepala Badan Pengawasan untuk ditanda tangani.
Staf TU Umum memberikan nomor dan tanggal Surat Tugas ker~udian diserahkan kepada Sekretaris Tim.
Selretaris Tim meminjam Laporan Hasil Pemeriksaan skstemal yang akan dimonitoring kepada TU Irwil dan atay

Sekretaris Tim menyiapkan akomodasi (tiket pesawat, hotel, SPD, nominatif, dan menghubungi Satker) untuk
Sekretaris Tim mengirim surat tugas kepada Inspektur Wilayah terkait, Tingkat Banding, dan Objek Monitoring.

Ketua Tim menyusun Program Kerja Monitoring sesuai dengan peraturan terkait untuk disetujui Pengendati
Teknisfinspektur Wilayah kemudian disampaikan kepada anggota dan Sekretaris Tim




C. Pelaksanan Pemeriksaan (4 hari)
1. Ketua Tim, anggota dan Sekretaris Tim melakukan Monitering sesuai Program Kerja Monitoring.
2. Tim Pemeriksa menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Lembar Temuan Hasil Monitoring.
3. Tim Pemeriksa menyerahkan Lembar Temuan Hasil Monitoring kepada Pimpinan Objek Pemeriksaan.

D. Pelaporan (5 hari)
1. Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Monitoring
2. Sekretaris Tim membuat Laporan pertanggung jawaban Keuangan untuk disampaikan kepada PPK.
3

Sekretaris Tim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Monitoring berikut KKP dan PKP berupa Softcopy

(Word dan Pdf} dan Hardcopy kepada Kepala Badan Pengawasan melalui Kasubbag TU Irwil dan Kasubbag
Kelembagaan dan Pefaporan Ortala.

E. Evaluasi dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (5 hari)

1. Inspektur Wilayah membentuk Tim Penyusun Ikhtisar dan Evaluasi Hasil Monitoring di wilayahnya

2. Tim Penyusun Ikhfisar dan Evaluasi Hasil Monitoring menyusun hasil Ikhtisar dan Evaluasi
berdasarkan wilayah dan bidang pemeriksaan,

Ikhtisar dan Evaluasi Hasil Monitoring diserahkan kepada Kepala Badan Pengawasan.

Kasubbag TU Irwil mengirimkan Ikhtisar Hasil Monitoring kepada Dirjen terkait dan Pimpinan Tingkat Banding.

Hasii Monitoring
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